
BUPATIENREKANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI ENREKANG 
NOMOR r- I Ttf�t.,1--( h1 ?- 

TENT ANG 

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ENREKANG, 

Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan e-govemment 

yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, 

perlu pengaturan mengenai pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi itu sendiri; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

Mengingat 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan 

Bupati tentang pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3881); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 
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29. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan 
internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan 
secara internal. 

30. Situs web (Website) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, 

garnbar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertextdan 
dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser. 

31. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet .,protocolke nama 

domain. 

32. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, 

menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi 

mudah untuk ditemukan kernbali, digunakan, atau dikelola. Metadata 

sering disebut sebagai data tentang data atau informasi teritang informasi. 
�Command Center adalah sebuah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur 

yang diperlukanuntuk melakukan perternuan, mengambil keputusan, 

mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan yang 

diperlukan sebagai respon terhadap krisis yang dihadapi 

34. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik 

yang berfungsi mernpersiapkan, mengumpulkan,mengolah, menganalisis, 

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau 

menyebarkanlnformasi Elektronik. 

35. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi 

elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi 

elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 

36. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat RITIK 

adalah dokumen perencanaan yang berisi standarisasi dan perencanaan 

umum dalam pelaksanaan e-Government di lingkungan Pemerintah 

Daerah. 

37. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selamjutnya disingkat 

PPID adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan 

pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan, 

penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendoloumentasian dan 

pelayanan informasi. 

38. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu atau disingkat 

PPID Pembantu adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi 

sebagai PPID pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 
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BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud dari pemanfaatan teknologi informasi dan ko-munikasi adalah 

sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan e- government di 

Daerah. 

(2) Tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah : 

a. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 

b. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut: 

a. Infrastruktur jaringan dan komputer; / 

b. Penyediaan dan pengembangan aplikasi; / 

c. Pengaturan data dan informasi; r 

d. Diseminasi Informasi melalui media elektronik; / 

e. Tanda tangan elektronik 

f. Pengembangan sumber daya manusia; 

g. Kelembagaan; 

h. Kerjasama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga; 

i. Keamanan informasi; 

j. Pemeliharaan dan pelaporan; 

k. Pembinaan dan pengawasan; dan 

I. Pembiayaan. 

BAB IV 

INFRASTRUKTUR JARINGAN DAN KOMPUTER 

Pasal 4 

(1) Infrastruktur jaringan yang menghubungkan antar Perangkat Daerah 
dikelola oleh Dinas. 

(2) Infrastruktur jaringan lokal di Perangkat Daerah dikellola oleh masing- 

masing Perangkat Daerah 
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l'5f Tanna Tangan Efektronik yang cngunakan daiam transaksi elektronik 
dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatangaman. 

Pasal 17 

(1) Tanda Tangan Elektronik meliputi: 

a. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; dan 

b. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi. 

(2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dim.aksud pada ayat 

(1) huruf a harus memenuhi persyaratan: 

a. dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik; 

dan 

b. dibuktikan dengan sertifikat elektronik. 

(3) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi 

elektronik 

Pasal 18 

(1) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik wajib secara unik merujuk 

hanya kepada Penanda Tangan dan dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi Penanda Tangan. 

(2) Penanda Tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas 

Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik. 

BAB IX 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / 

Pasal 19 

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi 

dan komunikasi untuk menunjang kualitas pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

(2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadaip tenaga sumber 

daya manusia teknologi informasi dan komunikasi. 

(3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah pengembangan sumber daya aparatur Perangkat Daerah, 

antara lain: 

a. pendidikan; 

















-16- , 

BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 29 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Enrekang. 

i Enrekarig 

Pada tan y BUPAT NREKANG,A 

�-----...., 
LIMIN SANDO 

Diundangkan di Enrekang 

Pada tanggal 

CHAERUL LATANRO 

SERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 

NOMOR rt 




